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Tabanan (Bali Post) —
Penyerapan anggaran dana desa |
sudah sampai pada level desa. Sehu-
bungan dengan itu, pemerintah pusat
melalui Menteri Keuangan, Menteri
Dalam Negeri serta Menteri Desa,

penggunaan Dana Desa diarahkan
pada program prioritas seperti pem-
bangunan jalan, saluran irigasi, pem-
bentukan PAUD, dan Poskesdes.
Akan tetapi di Kabupaten Ta-
banan, anggaran Dana Desa yang
digulirkan oleh pemerintah pusat
lewat APBN ada yang telanjur
dialirkan untuk biaya pembangunan
kantor desa. Ini tidak dibolehkan,
sehingga membuat bingung aparat
desa setempat. Apalagi hal itu baru
diketahui saat sosialisasi dana desa
dengan Kemenkeu belum lama ini.

mengakui dalam sosialisasi Dana
Desa oleh Kementerian Keuangan
ditekankan agar penggunaan dana
desa diarahkan pada program pri-

layanan yang menyentuh langsung
masyarakat. Kalau pembangunan
kantor desa diperlukan uxiuk bisa
memberikan pelayanan yang nya-
man kepada masyarakat, disarankan
menggunakan anggaran dari Alokasi
Dana Desa (ADD) yang bersumber
dari APBD kabupaten.

“Mungkin karena transisi, jadi

anyak APBDes Tak Sesua
Prioritas Pe

PDT dan Transmigrasi, kembali -
menekankan agar pengelolaan dan

. Ketua Forum Perbekel se-Kabu-
. paten Tabanan I Made Arya saat || ke
dikonfirmasi, Senin (28/9) kemarin,

oritas untuk bisa memberikan pe-

i
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nqlbahgunan

rah kebijakan yang dituangka
alam APBDes, harus menggunaka
ana desa atau alokasi dana des
estinya pendampingan ada seja
awal untuk teknis persiapan. Jik
alah tentu akan mengganggu pela
inaan dan evaluasi,” ujar Arya.
 Halsenada disampaikan Perbek

&rga, Ketut Budiarta. Di Keca

atan Marga saja setidaknya ad

tiga desa yang sudah menggunaka

- dana desa untuk pembangunan

- kantor. “APBDes yang diajukan ke

! kabupaten sudah diverifikasi dan
b
b

s

etujui. Ada yang telanjur mem-
ngun dan ada juga yang baru beli
1,” katanya.
menterian telah mem-
lusi agar desa yang te-
- lanjur menggunakan dana desa di
luar program prioritas untuk segera
engubah APBdes, masih ada rasa
el ingunfi dari para perbekel
lam mengelola dana desa. Untuk
para perbekel akan meminta
nformasi tentang apa yang mesti
ilakukan kepada instansi terkait
alam hal ini Badan Pemberdayaan
A yar]z;kaf dan Pemerintahan Desa
) D ) H b

: ¢
Pemerintah pusat setidaknya

ah menyalurkan Dana Desa ta-
ap I dan tahap II ke Rekening Kas
‘Umum Daerah Kabupaten Tabanan

Rp 29,66 miliar atau mencapai 80
persen. Sisanya akan disalurkan

paling lambat minggu kedua Oktober
IRPpp- (emips) | ‘
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Bali Post |

Digelontor Rp 2 Miliar /
Pembangunan Pasar
Kidul Dilanjutkan

i
Bangli (Bali Post) - | |

Pemkab Bangli kembali akan melanjutkan
pembangunan Pasar Kidul yang terbakar be-
berapa tahun lalu. Dengan Rp 2,043 miliar
yang dianggarkan dalam APBD Induk 2015, yang

dikerjakan yakni pemb man melingkar dalam

selasar. Kepala Dinas Peri dustrian dan Perda-

gangan (Kadisperindag) an i Nengah Subidia

saat ditemui belum lama ini menjelaskan, proses

pembangunan menggunakan APBD Induk itu

memang telat cukup lama. Ini disebabkan lantaran

adanya beberapa perubahan. Sebelum adanya

kesepakatan damai antara pemkab dengan man- |

tan pemegang SHGB, perencanaan bagian yang

dikerjakan saat ini sebelumnya dibuat menyatu

dengan ruko. g
Namun, pascaadanya kesepakatan dengan

mantan pemegang SHGB yang akan dikelola

dengan sistem bangun guna serah (BGS), maka

proses pembangunannya ak?xirnya dipisah. “Itu

menjadi penyebab sehingga pembangunan pasar

melingkar di selasar telat,” terangnya.
Dikatakan untuk melanjutkan pembangunan

Pasar Kidul pemenang tendernya sudah ada.

Dari hasil tender tersebut disepakati bahwa nilai

kontraknya Rp 2 miliar lebih. Pembangunan me-

lingkar dalam selasar akan dikerjakan selama 85

hari kalender. Sementara terkait pembangunan 43

ruko yang sempat menjadi objek sengketa, Sudibia

menjelaskan dalam Perubahan APBD tahun ini

pihaknya baru akan mem!bu;ﬁcan de

R tail engineer-
ing design (DED). ;

Karena kesepakatannya nggunaimn sistem
BGS, maka Pemkab Bangli se pemilik lahan
hanya akan membuatkan perencanaan. Sedang-
kan pemb dilakukan pihak ketiga yang
selanjutnya akan disewakan kepada pedagang
tersebut. “Pemkab nantinya hanya melakukan

yang bakal menempati Ak ke
langsung bertindak sebagai
proses lelaz 1

~ Bali Post/dok
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Mangupux-a (Bali Post) - i ‘red) rapat cantumkan sektor|pariwisata
Draf rekomendasi revisi Un- Pansus dengan tim ahli untuk termasuk di dalamnya. Dengan
dang-undang No. 33 Tahun 2004 finalisasi peny\isu : demikian, Bali menda;
tentan; apganKeuangan pokok pikiran (draf rek bagian dana hasil dari

sat dan Daerah, -red) revisi Undang:u ariwi i
No..64.T Tahun 2004 da

evisi pasal 6 ayat
n pasal 7A, pasa

; penamba-

22A, perubahan pasal 13 dan
lainnya. “Intinya, re visi hal yang
mendesak mengingat dari kajian
teori keadilan, desentralisasi,
keberlakuan hukum|dan konsep
good governance Undang-undang

‘No. 33 Tahun ZOOj}angat tidak

N’I'l‘ sudah masuk tahap ﬁnal Sugawa Korry
Hal ini terungkap dalam leatakannya, ok

& Pansus DPRD Bali terkait  pikiran untuk revisi
i Undang-undang Perim- dang No. 33 Tahun 2

bangan Keuangan di gedung
dewan, ‘Senin (28/9) kemarin.

adil untuk Bali sehingga san-

gat k untuk direvisi,” jelas
Sugawa Korry.

Politisi Partai Galkar ini me-
nambahkan, setelah rampung,
draf rekomendasi akan segera
dikirim ke anggota DPR-RI
dan DPD-RI dari dapil Bali,
Gubernur Bali, bupati/wali kota
se-Bali serta Ketua DPRD ka-
bupaten/kota se-Bali untuk di-
minta masukannya. Selama 10
hari setelah itu, pihaknya akan

mengundang sel koniponen
tersebut ke DPRD Bali. “Kami
akan undang untuk diskusi pe-

nyempurnaan draf rekomendas-
inya. Hasil penyempurnaan itu
akan dilaporkan ké paripurna
u DPRD Bah untuk d1 etapkan se-

revisi Undang-unddng tentang
Perimbangan Keuangan,” tan-
~dasnya. (kmb32)
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¢ Bali Post |

Taman Kota Dihiasi Pohon Kecil dan Jajrang

Dewan Pertanyakan

Realisasi Lnggarén

~ Rp 3 Miliar

Gianyar (Bali Post) - i |
Usai proses revitalisasi selama bebe?a a bulan, Taman Kota Gi-
anyar akhirnya diresmikan Senin (28/9) ki arin. Namun, realisasi

pengerjaan taman yang digadang-gadang sebagai ikon kota lum-
bung seni ini, kini menjadi sorotan DPRD Gianyar. Pasalnya hingga
peresmian kemarin, taman tersebut masi}y terlihat gersang, hanya
dihiasi pohon-pohon kecil dan jarang. Hal u%x langsung dipertayakan

oleh Komisi II DPRD Gianyar, sebab an
taman tersebut mencapai kisaran Rp 3 m

Ketua Komisi II DPRD Gianyar, I
Wayan Gde Sudartha, mengatakan, dari
awal pengerjaan taman kota Gianyar ini,
ia sudah beberapa kali turun melakukan
pemantauan hingga saat percobaan air

aran untuk revitalisasi
l, ar.
ciann‘ga semua data ada di kantor, tapi
kisaran dana untuk taman kota me-
mang mencapai tiga miliar,” ujarnya.
Sementara itu terkait realisasi taman
tersebut, yang terlihat gersang dengan

mancur. “Terakhir saya turun saat per- pohon yang kecil dan jarang, Agung
cobaan mesin air mancur, Saat itu saya Gede Wiramantra mengatakan meski
sudah tanya kenapa gersang begini, po- sudahd "ﬁ smikan taman tersebut masih
honnya kecil-kecil dan jarang sekali. Tapi ~ akan melewati proses perawatan selama

kata petugas, hasil ini sudah sesuai den-
gan gambar dari konsultan,“ ujarnya.
Darijawaban tersebut hingga proses
peresmian Senin kemarin, ia pun
mempertanyakan realisasi dari angga-
ran yang mencapai Rp 3 miliar untuk
revitalisasi taman Kota Gianyar itu.
“Bukan hanya saya yang mempertanya-
kan realisasi dari anggaran Rp 3 miliar
ini, tapi semua anggota di Komisi IT dan
dewan lainnya juga,” ungkapnya.
Sudartha menegaskan, jajaran

beberapa bulan. “Setelah peresmian ini
masih ada garansi perawatan beberapa
bulan. Yang jelas nanti kami cek sebe-
lum serah terima antara pemkab dengan
konsultan,“ ucapnya. (kmb35) '

ATT s@rdtan dewqﬁ t_erﬁ:

Komisi II DPRD Gianyar akan kem- ndisi taman hanya dihiasi po-
bali melakukan pengecekan ke taman yohon kecil ol i kontrak-
tersebut, untuk memastikan peng- tor pengerjaan o wah_KotaGlan_y i
Fh Ketut Karnaya, saat dikonfirmasi via
gunaan anggaran yang mencapai tiga nili pr Sl i b
miliar rupiah. “Secepatnya, kami dari telepon tidak bersedia mem erikan
Komisi II akan turun mengecek kem- 1@ ban })‘:{apa pqrgzn lgengeé'_leaa_‘h
bali taman kota itu,” tuturnya. oy g e dzsslésm esiIpun Born.
Sementara Ketuaé(om%sili III DPRD “Ye o] ’ ﬁ?:ng sg’;:kukan;fx;fnng
Gianyar, A.A. Agung Gede Wiramantra,  Shmy i i i
membenarkan bahwa anggaran yang petggg‘aa,n Taman Kota Gianyar,
disetujui dewan Gianyar untuk revi- te ,plrapa persen pengerjaannya
talisasi taman kota tersebut mencapai karyawan saya yang lebih tahu,

kisaran tiga miliar rupiah. “Kalau rin-

u;atnjfi (kmb35)
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Terdakwa Tanpa Pengacara

‘Sidang T%rakhif
K&SUS THD

Denpasar ( all Post) -
Sidang paling terakhir kasus dugaan
korupsi pengadaan barang dan jasa di

Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN)
Denpasar di Pengadilan Tipikor Den-

pasar dengan terdakwa I Ketut Sukam
sana sekalu Pejabat Pembuat Komit;
(PPK), Senin (28/9) kemarin ditun a

Sidang t1da%dzlanjutkan majelis hakim

yang diketuail Wayan Sukanila lantaran

AD. Dengan deunkm,n, m dip m
5] pers1(’1angan, kami menduga kuat

ingga harus dlangkat statusnya en-
i tersangka,” ungkap Subawa.
Aspidsus Kejaksaan 'I‘mggl (Kejati)
: _fErna ormawati W.P. sempat

: 'kutkasusdugaankorupsxpenga' an
barang dan jasa di IHDN Denpdsar

terdakwa tidak didampingi penasihat
hukum yang merupakan syarat wajib
bagi terdakwa.

Dalam sidang kemarin, jaksa penun-
tut umum (JPU) I Made Subawa yang
diwakili Junaedi Tandi yang seharusnya
membacakan dakwaan, menjadi tidak

dilanjutkan. {Karenanya, majelis haklm

u%esar Rp 24,9 miliar. Juga, terbuikti
e

n,!nnya ada satu yang juga terlibat
ah pejabat pembuat komitmen (PPK)

tut Sukarsana,” papar
. Atas perbuatannya tersebut,

a ubah}daxll ditambah m
. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55
‘ KUHP, dan subsider Pasal
JU No.31 Tahun 1999 tentang Tipikor
agaimana diubah dan ditambah men-
UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55

gadxlan akan menyia
Sementara itu, sebz
kapkan jaksa Made
limpahan tahap
lalu, bahwa Sukars
ka karena dalam |
cukup besar. “Fak
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